Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 4036 K/Pid.Sus/2020
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG
memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang

dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : JAILANI alias LAN bin USMAN Alm.;
Tempat lahir : Pontianak;

Umur/Tanggal lahir : 57 tahun / 31 Desember 1963;

Jenis Kelamin . Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Tanjung Raya | Pulau RT.005 RW.011,
Kelurahan  Dalam  Bugis, Kecamatan
Pontianak Timur, Kotamadya Pontianak;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(RUTAN) sejak tanggal 17 November 2019 sampai dengan tanggal
sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sanggau
karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika; Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Sanggau tanggal 31 Maret 2020 sebagai berikut:
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1. Menyatakan Terdakwa JAILANI alias LAN bin USMAN (Alm) telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara
tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau
menyediakan Narkotika Golongan | yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”
sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
sebagaimana dalam surat dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JAILANI alias LAN bin USMAN
(Alm) berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun penjara dikurangi
selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar
Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan
ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar
maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

* 2 (dua) paket plastik bening berklip yang berisikan diduga Narkotika
jenis shabu dengan berat netto 29,95 (dua puluh sembilan koma
sembilan lima) gram;

* 10 (sepuluh) butir pil diduga narkotika jenis ekstasi warna pink yang
dibungkus kantong bening berklip dengan berat netto 2,84 gram;

e 2 (dua) lembar plastik warna hitam;

* 1(satu) unit HP merek Nokia type RH-130 warna hitam beserta sim card
082153181133;

* 1 (satu) buah saku HP warna hitam;

* 1 (satu) buah celana panjang merek Levis warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor
60/Pid.Sus/2020/PN.Sag., tanggal 13 April 2020 yang amar lengkapnya
sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAILANI alias LAN bin USMAN (Alm), tersebut di

atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
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pidana “Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan | bukan tanaman yang

beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana Dakwaan Kedua Jaksa

Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah
Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila
denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6
(enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket plastik bening berklip yang berisikan narkotika jenis
shabu dengan berat netto 29,95 g (dua puluh sembilan koma sembilan
lima) gram;

- 10 (sepuluh) butir pil narkotika jenis ekstasi warna pink yang dibungkus
kantong bening berklip dengan berat netto 2,84 gram;

- 2 (dua) lembar plastik warna hitam;

- 1(satu) unit HP merek Nokia type RH-130 warna hitam beserta sim card
082153181133;

- 1 (satu) buah saku HP warna hitam;

- 1 (satu) buah celana panjang merek Levis warna biru;

- Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah rupiah);

Membaca  Putusan Pengadilan  Tinggi Pontianak ~ Nomor
81/PID.SUS/2020/PT.PTK., tanggal 27 Mei 2020 yang amar lengkapnya
sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum
tersebut;

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau, tanggal 13 April 2020
Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Sag, yang dimintakan banding tersebut;
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3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan
sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 60/Akta Pid.Sus/2020/
PN.Sag., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sanggau, yang
menerangkan bahwa pada tanggal 16 Juni 2020, Terdakwa mengajukan
permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Juni 2020 dari Terdakwa tersebut
sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Sanggau pada tanggal 24 Juni 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah
diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Juni 2020 dan Terdakwa
tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juni 2020 serta
memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Sanggau pada tanggal 24 Juni 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi
beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan
dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi
Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/
Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas
perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon
Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, namun demikian
Putusan judex facti Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan judex
facti Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki
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Narkotika Golongan | bukan tanaman” tidak tepat menerapkan hukum,

dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap Anggota Kepolisian di depan Rumah Makan
Minang, dan setelah digeledah ditemukan 2 (dua) paket narkotika yang
beratnya 29,95 (dua puluh sembilan koma sembilan puluh lima) gram
dan 10 (sepuluh) butir ekstasi yang disimpan di saku celana;

- Shabu dan ekstasi tersebut milik Pebri yang akan diantarkan Terdakwa
kepada Inul di Sintang dengan upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu
rupiah) untuk ongkos naik bus pulang pergi. Perbuatan materiil
Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak
pidana Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada
dakwaan alternatif pertama;

- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, putusan judex facti yang
menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9
(sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan
ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara
selama 6 (enam) bulan, terlalu berat dan tidak setimpal dengan perbuatan
Terdakwa yang hanya mengantarkan shabu dan ekstasi dengan upah
yang tidak besar maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu
diperbaki agar tidak terjadi disparitas dalam perkara yang sejenis
sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan judex
facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-
undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan
perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi
Pontianak Nomor 81/PID.SUS/2020/PT.PTK., tanggal 27 Mei 2020 yang
menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 60/Pid.Sus/2020/
PN.Sag., tanggal 13 April 2020 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak
pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk

membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;
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Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009

serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
MENGADILLI

— Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa JAILANI

alias LAN bin USMAN AIm. tersebut;

— Memperbaiki  Putusan  Pengadilan  Tinggi Pontianak ~ Nomor

81/PID.SUS/2020/PT.PTK., tanggal 27 Mei 2020 yang menguatkan

Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN.Sag.,

tanggal 13 April 2020 mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang

dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:

1. Menyatakan Terdakwa JAILANI alias LAN bin USMAN Alm. terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa
hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika
Golongan | dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 6 (enam) tahun dan dan pidana denda sebesar
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila
pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana
penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada
tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada
hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H.,
Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua
Maijelis, Dr. Desnayeti M, S.H., M.H., dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.,
Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut
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diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu
juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Rozi
Yhond Roland, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh

Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Ttd. Ttd.
Dr. Desnayeti M, S.H., M.H. Sri Murwahyuni, S.H., M.H.
Ttd.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002
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